




CONTOH BENTUK KERJA SAMA DENGAN PERANGKAT DESA UNTUK PEMBERITAAN KEMATIAN



IMPLEMENTASI 
PERATURAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

BARU



PENERAPAN 
TANDA TANGAN 

ELEKTRONIK

▪ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menjelaskan, tanda
tangan elektronik adalah suatu informasi elektronik yang
dilekatkan atau diasosiasikan dengan informasi elektronik
untuk tujuan verifikasi dan autentikasi.

▪ Lebih lanjut diatur bahwa informasi elektronik adalah
sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, gambar, rancangan
huruf, ataupun simbol, yang diolah dan memiliki arti untuk dapat
dipahami oleh yang mampu memahaminya.1

▪ Pengaturan pelaksanaan mengenai tanda tangan elektronik
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”)

▪ Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 52 PP 82/2012, tanda
tangan elektronik memiliki 2 fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda
tangan dan keutuhan; dan

2. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keautentikan
informasi elektronik.



PENGGUNAAN 
KERTAS PUTIH 

BIASA

▪ Dasar : Pasal 14 ayat (1) Permendagri No.109 Tahun

2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan

dalam Administrasi kependudukan“Pencetakan hasil

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan

menggunakan aplikasi sistem informasi Administrasi

Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi

sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 12

▪ “Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan

Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. bahan baku : 

kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah : 1 (satu) 

rangkap; dan d. warna : putih.



LEGALISASI 
DOKUMEN

Dasar : 

Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019 1. 

Legalisasi dokumen kependudukan

dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau

pejabat yang ditunjuk 2. Legalisasi

dokumen pencatatan sipil dilakukan oleh 

Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala bidang

yang menangani Pencatatan Sipil 3. 

Dokumen Kependudukan dengan format 

digital dan sudah ditandatangani secara

elektronik dan KTP-el tidak memerlukan

pelayanan legalisir.





▪Pengambilan berkas yang sudah

diverifikasi serta sudah diproses oleh 

operator pelayanan akan di kirimkan

melalui

▪ 1. Perangkat Desa terkait

▪2. PETUGAS DUKCAPIL 




